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PENETAPAN
Nomor 256/Pdt.P/2024/MS.Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan

oleh:

Abd. Hamid Bin M. Majid, tempat dan tanggal lahir Meureudu, 01 Juli
1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun
Ayahanda, Desa Ajuen, Kecamatan Peukan Bada,

Kabupaten Aceh Besar, sebagai Pemohon I;

Jauhari Binti Abdullah Sani, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 02
Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Desa Ajuen, Kecamatan Peukan Bada,

Kabupaten Aceh Besar, sebagai Pemohon II;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus
2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang
telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syariyah Jantho dengan Nomor
256/Pdt.P/2024/MS.Jth dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2009 Pemohon | telah melangsungkan
pernikahan dengan Pemohon II di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Desa
Bayu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar;

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon | berstatus, Duda sedangkan Pemohon I
berstatus Perawan;

3. Bahwa Pemohon | hanya mempunyai istri seorang (Pemohon IlI) dan dari
pernikahan pemohon | dengan Il telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Hermansyah
(Abang Kandung Pemohon Il), yang dinikahkan oleh Hermansyah pada saat itu
dihadapan saksi-saksi yaitu Djailani dan Darwin dengan mahar berupa emas
sebesar 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai;

5. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan (halangan
Syara’) yang dapat menghalangi pernikahan;

6. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan hidup
rukun sampai dengan sekarang;

7. Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak mempunyai bukti
tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang, sedangkan pada saat ini Para
Pemohon sangat memerlukan alat bukti tersebut untuk kejelasan status
perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada

Mahkamah Syariyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai

berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (Abd. Hamid bin M. Majid) dengan
Pemohon Il (Jauhari binti Abdullah Sani) yang dilangsungkan pada tanggal
18 Desember 2009 di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Desa Bayu, Kec.
Darul Imarah, Kab. Aceh Besar;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

4. Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan, Jurusita Mahkamah

Syar’iyah Jantho telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
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tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk
memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk
mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Jantho,
namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada
satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan a quo ke Mahkamah
Syar’iyah Jantho, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk
dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon | dan
Pemohon Il telah hadir sendiri (in persoon) di depan persidangan, lalu dibacakan
permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon | dan
Pemohon Il dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- bahwa alasan Pemohon | dan Pemohon Il tidak menikah di Kantor Urusan
Agama adalah karena saat Pemohon | dan Pemohon Il menikah, Pemohon |
masih belum menyelesaikan pernikahannya dengan isteri Pertama dan
isteri pertama Pemohon | saat itu sakit;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan
Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan
Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009,
maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;

2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan
pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Heti Kurnaini, S.Sy., M.H sebagai
Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua
Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal
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11 September 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Hadi,

S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,
dto.

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H
Panitera Pengganti,
dto.

Abdul Hadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp156.000,00
3. Panggilan Rp 0,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp206.000,00

( dua ratus enam ribu rupiah )
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